
ABSTRAK 

 

Tanah adalah tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagai 

sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani. Tanah 

dapat dinilai pula sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen karena 

memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan dimasa 

mendatang. Ada lima masalah di bidangpertanahan yang 

seringmencuatkepermukaan, yaitufungsisosialtanah (Pasal6), 

batasmaksimumpemilikantanah (Pasal 7), pemilikantanahAbsentee  (Pasal 10), 

monopolipemilikantanah (Pasal 13), 

danpenetapangantirugitanahuntukkepentinganumum (Pasal 18). 

Dalamrangkauntukkepastianhukum di bidangpertanahanolehpemerintah, 

makatanahdapatdipergunakanuntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat, 

sehinggapenguasaandanpemilikantanah yang melebihibatassertatanahabsentee 

tidakdiperbolehkan. Hal inisesuaidenganPasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 

joPasal 1 PP No. 41 Tahun 1964. 

 

Masalahpokok yang 

penulisambildalamkaryatulisiniyaknipertamaBagaimanakah bentukproses 

peralihanhakmilikatastanah absentee di 

KecamatanBangkinangSeberangMenurutHukumPertanahan 

Indonesia?keduaBagaimanakahKendalaDalam Proses PeralihanHakAtas Tanah 

Absentee, danketigaBagaimanakahUpayakantorpertanahanKabupaten Kampar 

dalammengatasipermasalahantanah absentee? 

 

Penelitiankaryatulisinimerupakanpenelitiantergolong kedalam survey yang 

diperolehdari data primer dansekunder, sedangkan jika dilihat dari sifatnya 

penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang proses 

peralihanhakmilikatastanah absentee di 

KecamatanBangkinangSeberangmenuruthukumpertanahan Indonesia. 

Hasilpenelitian yang 

penulisperolehberdasarkananalisispenulisadalahbentukpenerapandariaturanpertana

hantentangtanah absentee, 

sejauhinibelumberjalandenganmaksimaldikarenakanmasihditemukannyakeberada

antanah absentee terkhusus di KecamatanBangkinangSeberangKabupaten 

Kampar.Sementaradarikantorpertanahan yang 

adadikabupatenitusendiribelumjugabisamemberikansolusi yang 

maksimalataspermasalahantanah absentee yang terjadi, 

masihterdapatkesimpangsiurancarabagaimanasupayatanah absentee 

tersebutdapatpengakuandalambentuksertifikatkepemilikan yang sah, 

selainitufaktorketidakmaksimalandalammengatasipermasalahanjugabersumberdari

peraturanperundang-undangan yang masihmerupakanprodukjaman lama yang 

dirasasudahtidakbisamengakomodirperkembanganjamanpadamasasekarang. 

 


